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ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang
Maha Esayang memiliki harkat dan martabat sebagai
manusia seutuhnya. Perlakuan hukum pada anak
sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius,
karena anak adalah masa depan suatu bangsa. Dalam
50/Pid.B/2009/PN.Btg

terdakwa adalah anak yang masih berumur 15

perkara pidana Nomor

tahun, didakwa melakukan perbuatan sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)
ke-4 jo Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Hakim
menjatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan
dan terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya
sebagaimana mestinya. Putusan tersebut tidak
mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa
serta tidak mengedepankan pemidanaan sebagai

ultimum remidium.

Kata kunci: peradilan anak, sanksi pidana, u/timum

remedium.

ABSTRACT

Children are the mandate and grace of God
Almighty. They have dignity and worth as fully
human beings. Legal treatment of children should
receive serious attention, because children are the
future of the nation. In the criminal case number
50/Pid.B/2009/PN.Btg, the defendant, a 15-year-
old boy, was charged with conduct, and punishable
as provided in Article 363, paragraph (1) to (4) jo
Article 65 paragraph (1) and (2) of the Criminal
Code. Judges imposed imprisonment for 6 (six)
months to the defendant and later returned him to
his parents as he should . The decision did not seem
to reflect the rule of law or legal certainty of the
defendant, and did not address criminal sanction as

the ultimum remidium.

Keywords: juvenile court system, penal sanction,

ultimum remedium.
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I PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan
Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda
penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki
peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat
khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi

bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul
tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat
kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh
dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental
maupunsosial,danberakhlak mulia, sehinggaperlu
dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan
terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya

perlakuan tanpa diskriminasi.

Tujuan dari perlindungan anak disebutkan
dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-
hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
anak Indonesia yang

demi terwujudnya

berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh anak
disebabkan oleh berbagai faktor antara lain
dampak negatif dari perkembangan pembangunan
yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi
dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup
sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa
perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan
masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap

nilai serta perilaku anak.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh
kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta
pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku
penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua,
waliatau orang tuaasuh akan mudah terseretdalam
arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya
yang kurang sehat dan merugikan perkembangan

pribadinya (Supramono, 2000:158)

Ataspengaruh dari keadaan sekitarnyamaka
tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana.
Halitu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas
atau sekedar ikut-ikutan.Meskipun demikan tetap
saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun
demi pertumbuhan dan perkembangan mental
anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di

dalam hukum acara dan ancaman pidana.

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan
KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila
belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat
dalamperkarapidanahakimboleh memerintahkan
agar terdakwa di bawah umur tersebut
dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan
pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu
hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan
kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu
hukuman. Pembedaan perlakuan dan ancaman
yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan
untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut
agar dapat menyongsong masa depan yang

panjang.

Sejalan dengan itu seharusnya bagi
terdakwa anak dalam putusan ini yang didakwa
berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 65
ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak perlu menjalani
putusan Pengadilan Negeri Bontang di dalam
tahanan negara yang lamanya enam bulan, akan

tetapi cukup dikembalikan kepada orang tuanya
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atau walinya. Namun, Putusan Pengadilan Negeri
Bontang Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg tersebut
bersifat ambigu. Terdakwa diputuskan menjalani
pidana penjara selama enam bulan di dalam
tahanan negara (rutan) dan di sisi lain terdakwa

dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas,
maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah
bagaimana penerapan sanksi pidana di Pengadilan
Negeri Bontang bagi anak pelaku tindak pidana

pencurian yang dilakukan secara bersama-sama?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISA

A. Studi Pustaka

1.  Pengertian anak

Anak adalah bagian dari generasi muda
sebagai salah satu sumber daya manusia yang
memiliki peran strategis serta mempunyai ciri
dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan
perlindungan ~ dalam  rangka  menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental,

sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Kedudukan
hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari

anak dalam lingkungan
sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok
masyarakat yang berada di dalam status hukum
dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.
Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan
akal

berkembang dalam diri anak yang bersangkutan.

dan pertumbuhan fisik yang sedang

Meletakkan anak sebagai subyek hukum
yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke
dalam peristiwa hukum pidana maupun hukum

hubungan kontrak yang berda dalam lingkup

hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak
dapat dipisahkan (Wadong, 2000: 3).

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal
1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak yaitu:

a.  Anak dalam perkara anak nakal adalah
orang yang telah mencapaiumur § (delapan)
tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan

belas) tahun dan belum pernah kawin.
b.  Anak nakal adalah:

1.  Anak yang melakukan tindak pidana

atau

2. Anak yang melakukan perbuatan
yang dinyatakan terlarang bagi anak,
baik menurut peraturan perundang-
undangan maupun menurut peraturan
hukum lain yang hidup dan berlaku

dalam masyarakat bersangkutan.
c.  Anak terlantar adalah:

Anak yang berdasarkan  penetapan

pengadilan  ditetapkan sebagai anak
terlantar, atas pertimbangan anak tersebut
tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya,
baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun

sosial disebabkan:

1. Adanya kesalahan, kelalaian, dan/
atau ketidakmampuan orang tua, wali

atau orang tua asuhnya atau;

2. Statusnya sebagai anak yatim piatu
atau tidak ada orang tuanya (Faisal,
2005: 5)

Sedangkan pengertian anak yang terdapat
dalam Pasal 45 KUHP yaitu:
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“Anak yang belum dewasa apabila
belum berumur 16 (enam belas) tahun.
Apabila anak yang masih dibawah umur
terjerat perkara pidana hakim dapat
memerintahkan supaya anak yang terjerat
perkara pidana dikembalikan kepada orang
tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya,
tanpa pidana atau memerintahkan supaya
diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana
atau dipidana pengurangan 1/3 (satu per

tiga) dari ancaman maksimum 15 tahun.”

Sementara pengertian anak menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak berbunyi:

“Anak adalah seorang yang belum berusia
18 tahun termasuk anak yang masih dalam
kandungan. Perlindungananakadalahsegala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh
berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal
1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak yaitu:

“Anak adalah

belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun

seseorang orang yang

dan belum pernah nikah. Kesejahteraan
anak adalah suatu tata kehidupan dan
penghidupan anak yang dapat menjamin
pertumbuhan  dan  perkembangannya
dengan wajar baik secara rohani, jasmani,

maupun sosial.*

Usaha kesejahteraan anak adalah usaha

kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk

menjamin terwujudnya kesejahteraan anak

terutama terpenuhinya kebutuhan anak.

Yang dimaksud dengan undang-undang

kesejahteraan anak meliputi;

1.  Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha
pembinaan, pengembangan, pencegahan,

dan rehabilitasi.

2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh

pemerintah dan/atau masyarakat.

3. Pemerintah mengadakan pengarahan,

bimbingan, bantuan, dan pengawasan
terhadap usaha kesejahteraan anak yang

dilakukan oleh masyarakat.

Pengertian anak yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yaitu:

Anak adalah seseorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang

masih dalam kandungan.

Ayat (1): memuat batas antara belum
dewasa dengan telah dewasa yaitu berumur 21

(dua puluh satu) tahun kecuali:

- anak yang sudah kawin sebelum

umur 21 tahun
- pendewasaan

Ayat (2): menyebutkan bahwa pembubaran
perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum
berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh

terhadap kedewasaan.

2. Hak dan kewajiban anak

Anak dalam pengasuhan orang tua, wali,
atau pihak manapun yang bertanggung jawab

memiliki hak sebagai berikut;
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a.  Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan,
asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih
sayang baik dalam keluarganya maupun
di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan

berkembang dengan wajar.

b. Anak berhak atas pelayanan untuk
mengembangkan kemampuan dan
kehidupan sosialnya, sesuai dengan

kebudayaan dan kepribadian bangsa,
untuk menjadi warga negara yang baik dan

berguna.

C. Anak berhak atas
baik

kandungan maupun sesudah dilahirkan.

pemeliharaan dan

perlindungan, semasa  dalam

d.  Anak berhak atas perlindungan terhadap
lingkunganhidupyangdapatmembahayakan
menghambat dan

atau pertumbuhan

perkembangannya dengan wajar.

Dalam melindungi hak anak, anak juga

mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a.  Menghormati orang tua, wali, dan guru
serta yang lebih tua agar anak mempunyai

budaya tertib, sopan, dan berbudi pekerti

yang luhur mampu menghargai dan
menghormati orang yang lebih tua.
b.  Menyayangi, mampu memberi kasih

sayang dan melindungi adik, teman, dengan

mencintai keluarga dan masyarakat.

c.  Menunaikan ibadah sesuai ajaran agama
yang dianut atau yang sesuai bimbingan

agama orang tua.

d.  Melaksanakan etika dan akhlak yang

mulia.

3.  Teori-teori terhadap pidana dan

pemidanaan

Mengenai teori — teori pemidanaan (dalam
banyak literatur hukum disebut dengan teori
hukum pidana/strafrecht theorien) berhubungan
langsung dengan pengertian hukum pidana
subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan
menerangkan tentang dasar dari hak negara
dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana
tersebut, sehingga ada beberapa macam pendapat
mengenai teori pemidanaan ini, namun yang
banyak itu dapat dikelompokan ke dalam tiga
golongan besar (Sastrawidjaja, 1995: 27) yaitu:

1.  Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori absolut (absolutetheorieen)

atau teori pembalasan (vergeldingstheorien/

retribution theory), penjatuhan pidana itu
dibenarkan semata-mata karena orang telah
melakukan suatu kejahatan. Menurut teori absolut
atauteori pembalasan, penderitaanitu harus dibalas
pula dengan penderitaan yang berupa pidana
kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Ibarat
peribahasa yang menyebutkan darah bersabung
darah, nyawa bersabung nyawa, hutang pati
nyaur pati, hutang lara nyaur lara (si pembunuh
harus dibunuh, penganiaya harus dianiaya). Jadi
pidana disini tidak dimaksudkan untuk mencapai
suatu maksud yang praktis, seperti memperbaiki
si penjahat, melainkan pidana disini semata-mata
hanya untuk memberikan penderitaan kepada

orang yang melakukan kejahatan.

Pada dasarnya tindakan pembalasan itu

mempunyai dua sudut yaitu:

1. Sudutsubjektif(subjectivevergelding),
yang pembalasannya ditujukan kepada

orang yang berbuat salah.
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2. Sudut objektif (objective bergelding),
yang pembalasannya ditujukan untuk
memenuhi perasaan balas dendam
masyarakat (Sastrawidjaja, 1995: 27).

Teori absolut atau teori pembalasan ini
timbul pada akhir abad ke-18 yang mempunyai
beberapa penganut dengan jalan pikiran masing-
masing seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart,
Sthal, dan Leo Polak.

2.  Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori relatif (relative theorien) atau
teori tujuan (doel theorien/utilitarian theory),
pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan
kepadapembuatkejahatan, melainkanmempunyai
tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar
pembenaran pidana menurut teori ini terletak
pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Mengenai

tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

1. Tuwuan pidana adalah  untuk
menentramkan masyarakat yang
gelisah, karena akibat dari telah

terjadinya suatu kejahatan.

2. Tujuanpidanaadalah untuk mencegah
kejahatan, yang dapat dibedakan
atas pencegahan umum (generale
preventie) dan pencegahan khusus

(speciale preventie).

Pencegahan umum (generale preventie)
didasarkan pada pikiran bahwa pidana itu
dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang

akan melakukan kejahatan.

Untuk mencapai maksud atau tujuan

tersebut terdapat beberapa cara, yaitu:

1.  Mengadakan ancaman pidana yang

cukup berat untuk menakut—nakuti

orang—orang agar tidak melakukan

kejahatan.

Di antara para sarjana yang
mengemukakan hal tersebut adalah
Anslem von Feurbach dengan
teorinya yang disebut dengan von
psychologischen  zwag, menurut
ajaran ini ancaman pidana dapat
menimbulkan paksaan psikologis,
sehingga dapat menahan keinginan
setiap orang untuk melakukan
kejahatan. Namun Feurbach
mengakui juga bahwa dengan
ancaman pidana sajalah tidak cukup,
tetapi diperlukan juga penjatuhan

pidana dan pelaksanaan pidana.

Menjatuhkan pidana dan
melaksanakan pidana yang dilakukan
dengan cara yang kejam sekali
dan dipertontonkan kepada umum,
sehingga setiap orang akan merasa
takut untuk melakukan kejahatan.
Di antara para sarjana yang
mengemukakan hal tersebut adalah

Seneca seorang filosof Rumawi.

Menyingkirkan si penjahat dari
pergaulan  masyarakat, = adapun
caranya ialah kepada penjahat
yang sudah kebal atau sudah tidak
menghiraukan  ancaman—ancaman
pidana yang berupa menakut—nakuti
itu, agar dijatuhi pidana yang bersifat
menyingkirkan ~ dari  pergaulan
masyarakat, dengan menjatuhkan
pidana penjara seumur hidup ataupun
dengan cara yang mutlak yaitu pidana

mati.
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3.  Teori gabungan

Teori gabungan (veregnegingstheirien,
gemengde theorien) merupakan gabungan teori
dari absolut atau teori pembalasan dengan teori
relatif atau teori tujuan. Jadi dasar pembenaran
pidana pada teori gabungan meliputi dasar
pembenaran pidana dari teori pembalasan dan
teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya
maupun pada tujuan pidananya. Penganut teori

ini antara lain Karl Binding.

Keberatan—keberatan terhadap teori tujuan

adalah sebagai berikut:

1. Pidana untuk

mencegah kejahatan,

hanya ditujukan
baik yang
ditujukan untuk menakut-nakuti
umum maupun yang ditujukan
kepada orang yang melakukan
kejahatan, sehingga akan dijatuhkan
pidana yang berat, hal ini dapat

menimbulkan ketidakadilan.

2. Pidana yang berat itu tidak akan

memenuhi rasa keadilan, apabila

kejahatan itu ringan.

3. Kesadaran  hukum  masyarakat
kepuasaan.  Oleh
tidak dapat

semata — mata ditujukan hanya

membutuhkan
karena itu pidana
untuk mencegah kejahatan atau
membinasakan penjahat. Jadi baik
masyarakat maupun penjahatnya
harus diberikan kepuasaan dengan

prikeadilan.

Oleh karena itu menurut teori gabungan,

teori pembalasan dan teori tujuan harus

digabungkan menjadi satu, sehingga akan menjadi

praktis dan seimbang. Sebab, pidana bukan hanya

penderitaan tetapi juga harus seimbang dengan

kejahatan. Teori gabungan ini dapat dibagi dalam

tiga golongan, yaitu:

1.

Teori gabungan yang menitikberatkan
kepadapembalasan,tetapipembalasan
itu tidak boleh melebihi daripada yang
diperlukan dalam mempertahankan
ketertiban masyarakat. Penganutnya

antara lain Pompe dan Zevenbergen.

Teori gabungan yang menitikberatkan
ketertiban
tidak

boleh lebih berat daripada beratnya

kepada  pertahanan,

masyarakat, tetapi pidana

penderitaan yang sesuai dengan

beratnya  perbuatan  terpidana.
Penganutnya antara lain Simons,
yang berpendapat bahwa dasar
primer dari pidana adalah prevensi
umum, dan dasar sekunder pidana
adalah prevensi khusus. Prevensi itu
harus memuat unsur-unsur, menakuti,

memperbaiki, dan membinasakan.

Teori gabungan yang menitikberatkan
sama, baiknya kepada pembalasan
maupun kepada pertahanan ketertiban

masyarakat.

Pemidanaan terhadap anak di

bawah umur

Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup

umur (minderjarig) karena melakukan

perbuatan

sebelum umur 16 (enam

belas) tahun, hakim dapat menentukan:

memerintahkan

supaya yang Dbersalah

dikembalikan kepada orang tua, walinya

atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun,
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atau memerintahkan supaya yang bersalah
diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana
apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan
kejahatan atau salah satu pelanggaran
tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497,
503, 505, 514, 517-519, 526, 532, 536
dan 540 serta belum lewat 2 (dua) tahun
sejak dinyatakan salah karena melakukan
kejahatan atau salah satu pelanggaran
tersebut diatas, dan putusannya menjadi
tetap; ataumenjatuhkan pidana” (Moeljatno,
2003: 22).

Dari ketentuan tersebut berarti seseorang
yang umurnya telah lebih dari enam belas tahun,
maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan pidana yang diberlakukan bagi orang

dewasa.

Sementara dalam Pasal 47 KUHP ancaman

pidana bagi anak yang belum berumur 16 tahun

dapat berupa:
1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka
maksimum  pidana pokok terhadap

perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.

2. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang
diancam dengan pidana mati atau pidana
seumur hidup, maka dijatuhkan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

3. Pidana tambahan yang tersebut dalam
Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak
dapat dijatuhkan terhadap anak nakal
yang berumur 12 (dua belas) tahun dan
melakukan tindak pidana sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997 yang diancam dengan hukuman mati

atau seumur hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak
ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan

membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana

tidak mengikuti

pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal
terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 ialah:

a.  pidana penjara

b.  pidana kurungan

c.  pidana denda

d. pidana pengawasan

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan
pidana mati, maupun pidana seumur hidup, akan
tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal
sepuluh tahun. Jenis pidana baru dalam undang—
undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak
terdapat dalam KUHP. Pidana tambahan bagi

anak nakal dapat berupa:
a.  perampasan barang tertentu; dan/atau
b.  pembayaran ganti rugi.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan
terhadap anak nakal yang melakukan tindak
pidana sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997, paling lama
setengah dari maksimum ancaman pidana penjara
bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana
yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau
penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman

pidananya menjadi maksimal sepuluh tahun.

Sedangkan yang belum berumur delapan
tahun walaupun melakukan tindak pidana, belum
dapat dijatuhkan ke sidang pengadilan anak.
Ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis,
psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang
belum berumur delapan tahun itu belum dapat
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dipertanggungjawabkan perbuatannya. Akan
tetapi dalam hal anak itu melakukan tindak pidana
dalam batas umur delapan tahun akan tetapi
belum berumur 18 tahun maka ia dapat diajukan

ke depan sidang pengadilan anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak
dalam undang—undang ini ditentukan berdasarkan
perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih
berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan
tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah
mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan
pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan
atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental
dan sosial anak (Soetodjo, 2005: 29).

Dalam Pasal 24 Undang—Undang Nomor
3 Tahun 1997 ditentukan bahwa tindakan yang
dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

a.  mengembalikan kepada orang tua, wali,

atau orang tua asuh;

b.  menyerahkan kepada negara untuk
mengikuti pendidikan, pembinaan, dan

latihan kerja; atau

c.  menyerahkan kepada Departemen Sosial,
atau organisasi kemasyarakatan yang
bergerak di bidang pendidikan, pembinaan

dan latihan kerja.

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa
Pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997 yang berkaitan dengan ancaman pidana

yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal.
1.  Pasal 26

(1). Pidana penjara yang dapat dijatuhkan
kepada anak nakal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2

huruf a, paling lama setengah dari

maksimum ancaman pidana penjara

bagi orang dewasa.

(2). Apabila anak nakal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf
a, melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup, maka
pidana penjara yang dapat dijatuhkan
kepada anak tersebut paling lama 10

(sepuluh) tahun.

(3). Apabila anak nakal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf a, belum mencapai umur 12
(dua belas) tahun melakukan tindak
pidana yang diancam pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup,
maka terhadap anak nakal tersebut
hanya dapat dijatuhkan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (1) huruf b.

(4). Apabila anak nakal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf a, belum mencapai umur 12
(dua belas) tahun melakukan tindak
pidana yang diancam pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup,
maka terhadap anak nakal tersebut
dijatuhkan salah satu tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24,

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan
kepada anak nakal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama
setengah dari maksimum ancaman pidana

kurungan bagi orang dewasa.
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3. Pasal 28

(1). Pidana denda yang dapat dijatuhkan
kepada anak nakal paling besar
setengah dari maksimum ancaman

pidana bagi orang dewasa.

(2). Apabila denda sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (1) ternyata
tidak dapat dibayar, maka diganti

dengan wajib latihan kerja.
4.  Pasal 30

(1). Pidana pengawasan yang dapat
dijatuhkan

sebagaimana yang dimaksud dalam

kepada anak nakal
Pasal 1 angka 2 hurufa, paling singkat
3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua)

tahun.

anak  nakal

(2). Apabila

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

terhadap

1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana
pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), maka anak tersebut
ditempatkan di bawah pengawasan
Jaksa dan Bimbingan Pembimbing

Kemasyarakatan.

Dalam Pasal 26, 27 dan 28 di atas terdapat
istilahancaman pidanamaksimum. Dalam konteks
hukum pidana ada dua macam ancaman pidana
maksimum, yakni ancaman pidana maksimum
umum dan ancaman pidana maksimum khusus.
Maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat
(2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu
tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling
lama 15 (lima belas) tahun berturut — turut. Jadi
pidana maksimum umum adalah maksimum
lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana.

Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap —

tiap perbuatan pidana adalah maksimum khusus.
Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian
diancam dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun.

Adapun yang dimaksud dengan maksimum
pidana dalam Pasal 26, 27, dan 28 tersebut di atas
adalah pidana maksimum khusus, yaitu apabila
hakim menjatuhkan pidana, maka paling lama
setengah dari maksimum pokok pidana terhadap
perbuatan pidananya (dalam hal ini maksimum

pidana khusus).

5. Pemidanaan anak merupakan

upaya terakhir (ultimum remedium)

Pemidanaanialahupayauntuk menyadarkan
terpidana agar menyesali perbuatannya, dan
mengembalikannya menjadi warga masyarakat
yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi
nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga
tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib

dan damai.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak,
baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari
segi pertanggungan jawab pidana atas perilaku
dan tindakannya, maka haruslah diusahakan
agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana
perampasan kemerdekaan merupakan upaya
terakhir  (ultimum remedium) bilamana upaya
lain tidak berhasil.

Undang-undang tentang  perlindungan
anak dan undang-undang tentang hak asasi
manusia telah mengatur mengenai konsep ini.
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 mengatakan bahwa setiap anak berhak
untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali
jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah

menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi
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kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan
pertimbangan terakhir. Selanjutnya penegasan
tentang hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa
penangkapan, penahanan, atau tindak pidana
penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai
dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat
dilakukan sebagai upaya terakhir.

B. Analisis

1. Posisi kasus

Dalam perkara ini terdakwa masih berumur
15 tahun, didakwa melakukan tindak pidana Pasal
363 ayat (1) ke—4 jo Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2)
KUHP. Selama proses mulai dari penyidikan di
Kepolisian Resor Bontang, penuntutan dan pada
tingkat persidangan terdakwa ditahan di rumah

tahanan (Rutan) Kepolisian Resor Bontang.

Atas dakwaan tersebut majelis hakim
Pengadilan Negeri Bontang telah memeriksa
dan mengadili perkara pidana anak Nomor 50/
Pid.B/2009/Pn.Btg itu.

Dalam putusan perkara ini setelah

memperhatikan  keterangan saksi-saksi dan
keterangan terdakwa di persidangan serta barang
bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan

lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari
2009 sekira pukul 01.30 Wita dan pada hari
Kamis tanggal 12 Februari 2009 bertempat di
Jalan Timur No.117 HOP V Kelurahan Gunung
Kota

Bontang dan di halaman Toko Penjualan Bunga

Telihan Kecamatan Bontang Barat

Jalan Bhayangkara sebelum simpang tiga Jalan

Tembus Pupuk Raya Kelurahan Gunung Elai
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk daerah hukum Pengadilan
Negeri Bontang, telah mengambil suatu barang
berupa sepeda motor merek Jupiter MX warna
biru dengan nomor polisi KT 5239 DN merk
Yamaha Jupiter Z dan sepeda motor yaitu milik
saksi korban MTP dari MR (Alm) AE bin S.

Terdakwa dihadapkan ke persidangan

berdasarkan surat dakwaan yang bersifat
alternatif. Oleh sebab itu hakim dalam mengadili
perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan
dakwaan alternatif pertama, yaitu melakukan
perbuatan sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke—4 jo Pasal 65
ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut:
1.  unsur barang siapa.
2. unsur mengambil sesuatu barang.

3.  unsur dengan sengaja memiliki dengan
melawan hukum barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

orang lain.

4.  unsur yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih.

5. unsur dalam hal perbarengan beberapa
perbuatan yang harus dipandang sebagai
perbuatan yang berdiri sendiri sehingga

merupakan beberapa kejahatan.

Setelah diperiksa hakim menilai bahwa
unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-(4) jo
Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP telah terpenuhi,
maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah
menurut hukum dan menyakinkan bagi hakim

bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan
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perbuatan  sebagaimana yang didakwakan
kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama.
Oleh karena itu hakim menyatakan terdakwa
harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa, telah terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana pencurian dengan
pemberatan sebagaimana diancam dalam
Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 65 ayat (1)
dan (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
dengan pidana penjara selama 6 (enam)
bulan dikurangi selama terdakwa ditahan

dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan mengembalikan terdakwa
tersebut di atas kepada orang tuanya untuk

dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Apabila dicermati putusan hakim ini

menimbulkan interpretasi atau bersifat ambigu
dan/atau tidak mencerminkan suatu kepastian
hukum, karena di satu sisi dinyatakan terdakwa
dihukum menjalani pidana penjara selama enam
bulan dan di sisi lain dinyatakan dikembalikan

kepada orang tua/walinya sebagaimana mestinya.

Jadi putusan hakim tersebut bertentangan
dengan pendapat Kusriani Siswosubroto (1971)
yang menyatakan dasar utama dari pengadilan
anak yang disebut “individualized justice” atau
peradilan yang di "individualized” atau peradilan
yang “Individualized

Jjustice” ini berarti bahwa pengadilan mengakui

diindividualisasikan.
individualisasi anak dan disesuaikan segala
peraturan kepadanya. Tujuannya ialah untuk
memperbaiki dan sedikit banyak juga untuk
mencegah dan bukan untuk menghukum semata-

mata’.

Kemudian Kusriani Siswosubroto (1971)
mengemukakan tujuan dari peradilan anak adalah
memperbaiki dan mencegah bukan semata-mata
untuk menghukum. Maka sudah sepatutnya
peradilan anak tidak boleh dimonopoli oleh hakim
yang hanya mempertimbangkan dari segi hukum
semata. Hakim seharusnya mempertimbangkan
segi lain seperti pertimbangan seorang psikiater
ataupun problem officer. Dasar penting dan
utama dari sistem peradilan anak harus diletakkan

pada:

1. Anak yang dalam yurisdiksi peradilan

dimaksud harus mematuhi ketentuan

undang-undang yang berlaku dalam negara.

2. Anak wajib memperoleh perlindungan

yang wajar dari negara.

3. Pengadilan anak memiliki tugas/kewajiban

untuk mengerti dan wajib memenuhi
kebutuhan-kebutuhan anak dalam arti yang
pantas secara pedagogis dan psikis. Dapat
dikatakan ciri-ciri peradilan anak ialah

“bahwa peradilan anak tidak mengenal

pembelaan, bahwa acaranya bersifat

informal dan fleksibel”.

Mengadili anak bukan  bermaksud
menghukum  tetapi membantu, membina

dan membimbing anak ke arah kedewasaan.
Sebenarnya Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo Pasal
8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997 sudah mengarah pada perspektif yustisial
yaitu peletakan dasar acara mengadili anak yang
bersifat mendidik, membina anak-anak menjadi

tunas-tunas bangsa dalam wawasan pancasila.

Hal tersebut dapat dilihat dalam perkara
ini dimana terdakwa dijatuhi pidana penjara
selama enam bulan dikurangi masa tahanan

dan menetapkan mengembalikan terdakwa
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kepada orangtuanya untuk dididik dan dibina

sebagaimana mestinya.

Badan pembinaan hukum Nasional (BPHN)
khusunya tim pengkajian bidang hukum pidana
tahun 1982/1983 telah merumuskan pemidanaan

terhadap anak-anak sebagai berikut:

“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk
menderitakan dan tidak diperkenankan
merendahkan martabat manusia. Peradilan
terhadapanak-anaksebagaiharapankeluarga
dan harapan bangsa haruslah diperlakukan
dengan harapan cinta kasih seorang Bapak/
Ibu terhadap anaknya sehingga anak yang
melakukan pelanggaran/tindak pidana akan
merasa aman dan tenteram sehingga dapat
menyatakan secara objektif mengenai apa-

apa yang menjadi motif perbuatannya.”

Jadi

manakah yang sebaiknya bagi anak, mengingat

hakim dapat menentukan hukuman

hakim dapat memilih dua kemungkinan pada
Pasal 22 Undang—Undang Nomor 3 Tahun 1997,
yaitu si anak dapat dijatuhi tindakan (bagi anak
yang masih berumur 8 sampai 12 tahun) atau
pidana (bagi anak yang telah berumur di atas 12
sampai 18 tahun) yang ditentukan dalam undang
— undang tersebut dan Pasal 45 KUHP.

2.  Sistem perumusan dan penerapan

sanksi terhadap anak

Dalam pemikiran kebijakan kriminal dan
kebijakan penal, harus berpijak kepada adanya
keterkaitanyangsangateratantaralandasanfilsafat
pemidanaan, teori-teori pemidanaan serta aliran-
aliran hukum pidana. Hal itu akan menunjukkan
adanya benang merah antara penetapan sanksi
dalam suatu perundang-undangan dengan tujuan

pemidanaan. Oleh karena itu, sebagai suatu

sistem pola pemidanaan, tidak dapat dipisahkan
dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi,

dan pelaksanaan sanksi.

Apabila dicermati sanksi

pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

perumusan

1997 tentang Pengadilan Anak, walaupun diatur
dua jenis sanksi pidana yang berupa pidana dan
tindakan, namun bentuk sanksi yang ditentukan
tidak menunjukkan tujuan pemidanaan yang
hendak melindungi kepentingan anak. Perumusan
sanksi pidana dalam Undang-Undang Pengadilan
Anak merujuk kepada KUHP sebagai induk

perundang-undangan hukum pidana.

Bertitik tolak dari tujuan pemidanaan
berbeda

tujuan pemidanaan orang dewasa, perumusan

anak yang secara khusus dengan

sanksi dalam perundang-undangan harus
berpijak pada pola perumusan tunggal, maupun
perumusan alternatif. Sedangkan perumusanan
alternatif-kumulatif

hanya dipakai sebagai

suatu pengecualian dalam hal-hal tertentu
saja. Dalam sudut kebijakan kriminal, pola
perumusan kumulatif dapat dipandang sebagai
upaya penanggulangan kejahatan yang integral
karena terkandung makna melakukan upaya
perlindungan masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir

dari kebijakan kriminal.

3.  Jenis-jenis sanksi bagi anak

Telah disinggung pada uraian tentang
tujuan dan pedoman pemidanaan, bahwa jenis/
stelsel pidana mencerminkan filosofi keadilan
dalam sistem pemidanaan. Berpijak pada filosofi
pemidanaan yang didasarkan pada falsafah
restoratif, sanksi terhadap anak harus didasarkan
kepada tujuan serta pedoman yang secara tegas

diatur dalam perundang-udangan.
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Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang
Pengadilan Anak telah dirumuskan dalam bentuk
sanksi yang berupa pidana dan tindakan. Namun,
sebagaimana telah diuraikan terdahulu pengaturan
sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak
masih berpijak pada filosofi pemidanaan yang
bersifat pembalasan (retributif). Atas dasar hal
itu, mengingat: pertama, karakteristik perilaku
kenakalan anak; kedua, karakteristik anak pelaku
kenakalan; ketiga, tujuan pemidanaan di mana
unsur “pedagogi” menjadi unsur utama dalam
sanksi

terhadap anak dengan tetap memperhatikan berat

pemidanaan anak, maka pemberian

ringannya kenakalan yang dilakukan, dapat saja
dilakukan pemberian sanksi pidana, atau sanksi
pidana dan tindakan, maupun pemberian berupa
tindakan saja. Namun demikian, mengingat
fungsi restoratif dari tujuan penanganan anak,
tingkat usia anak, kondisi kejiwaan anak, serta
masa depan anak adalah hal yang sangat mendasar
menjadi pertimbangan utama. Dalam hal tertentu
mengedepankan sanksi berupa tindakan lebih
besar dibandingkan dengan pemberian sanksi
pidana. Atas dasar pertimbangan itu, maka
sangatlah penting bagaimana merumuskan jenis-
jenis sanksi baik yang berupa pidana maupun

tindakan yang akan dijatuhkan terhadap anak.

Memperhatikan ~ Resolusi PBB  40/33
tentang SMRJJ-Beijing Rules, dalam Rules 18
mengatur tentang tindakan penempatan anak
(Various disposition measures). Berpijak kepada
Rules 17 tentang Pedoman Prinsip Ajudikasi
dan Penempatan Anak, maka dalam Rules 18
ditegaskan berbagai bentuk penempatan anak,

meliputi:

a.  Perintah untuk memperoleh asuhan,

bimbingan dan pengawasan;

b. Probation;

c.  Perintah kerja sosial;

d.  Perintah untuk memenuhi sanksi finansial,

kompensasi dan ganti rugi,

e.  Perintah segera untuk pembinaan, dan

perintah pembinaan lain;

f. Perintah untuk berperan serta untuk
kelompok konseling dan kegiatan yang

serupa;

g.  Perintah yang berhubungan dengan hal-hal
bantuan pengasuhan, hidup bermasyarakat

dan pembinaan pendidikan lain; serta
h.  Perintah relevan lainnya.

Kemudian dalam Resolusi PBB 45/110
- The Tokyo Rules, ditegaskan dalam Rule
8-Sentencing Diaposition tentang perlunya
dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan
menyangkut: a) kebutuhan pembinaan pelaku; b)
perlindungan masyarakatdankepentingan korban,
maka dinyatakan bahwa pejabat pembinaan dapat

menerapkan jenis sanksi dalam bentuk:

a.  Sanksi verbal yang berupa pemberian
baik

keras (reprimand) dan peringatan keras

nasihat (admonition),  teguran

(warning),

b.  Pelepasan bersyarat (conditional

discharge),

c. Pidana yang berhubungan dengan status

(status penalties);

d.  Sanksi ekonomi dan pidana yang bersifat
uang seperti denda harian (economic
sanction and monetary penalties, such as

fine and day fines);

@

Perampasan (confisaction) dan perintah

pengambilalihan (expropriation orders);
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f. Pembayaran ganti rugi pada korban atau
perintah kompensasi lain (restitution to the

victim or a compensation order);

g.  Pidana bersyarat/tertunda (suspended and

deferred sentence),

h.  Pidana pengawasan (probation and judicial

supervision),

i Perintah kerja sosial (@ community service

order);

] Pengiriman pada pusat kehadiran (refferel

to an attendance center);
k.  Penahanan rumah (house- arrest);

1. Pembinaan nonlembaga lain (any other

mode of non-institutional treatment); dan

m. Kombinasi dari tindakan-tindakan tersebut

di atas.

4. Ukuran Pemidanaan

Berangkat dari tujuan pemidanaan dalam
upayamemberikanperlindungandemitercapainya
kesejahteraan anak, maka kriteria/standar berat
ringannya pemberian sanksi bukan hanya dilihat/
lebih
didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Oleh

diukur secara kuantitatif, melainkan
karena itu, sesungguhnya pertimbangan berat
ringannya sanksi (terutama sanksi pembinaan di
dalam lembaga), bukan hannya sebatas adanya
pengurangan dari ancaman sanksi untuk orang
dewasa, melainkan perlu dipertimbangkan juga

bobot sanksi yang diancamkan.

Sebagai ukuran, bahwa penjatuhan sanksi
ditujukan untuk melindungi kepentingan anak,

maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan

internasional, bahwa tidak seorang pun akan
dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau

sewenang-wenang.

Penghukuman terhadap seorang anak harus
sesuali dan diterapkan sebagai upaya terakhir
untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap
anak yang dirampas kemerdekaannya harus
diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati
martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas
kemerdekaannya harus terpisah dengan orang
dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik

bagi anak yang bersangkutan.

Sementara dalam ketentuan Beijing
Rules ditegaskan, bahwa pembatasan terhadap
kebebasan pribadi anak hanya dikenakan
setelah dipertimbangkan secara selektif dan
dibatasi seminimal mungkin. Perampasan
kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali
anak melakukan kekerasan yang serius terhadap
orang lain atau terus menerus melakukan tindak
pidana, kecuali tidak ada lagi bentuk sanksi lain
yang lebih tepat. Yang lebih penting lagi adalah,
bahwa kesejahteraan anak harus menjadi faktor

pertimbangan yang utama.

IV. SIMPULAN

Dalam hukum pidana, pengertian anak
pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan
batas usia pertanggungjawaban pidana (criminal
liability/toerekeningvatsbaarheid). Dalam
Undang-Undang Pengadilan Anak, batas usia
pertanggungjawaban pidana ditentukan antara
usia 8 sampai 18 tahun. Adanya rentang batasan
usia dalam Undang-Undang Pengadilan Anak
tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila
dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam
KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas

usia minimum.

sejauh mungkin dihindarkan. Sebagaimana
ditegaskan dalam  berbagai instrumen
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Jadidalam peradilan anak hakim pengadilan
negeri sangat berperan untuk menentukan jenis
hukuman atau tindakan yang akan diputuskan
kepadaterdakwaanak sebagaipelakutindakpidana
dengan mengutamakan dikembalikan kepada
orang tuanya untuk dididik demi kepentingan dan
kesejahteraan si anak, sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
menyatakan “setiap anak berhak untuk diasuh
oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan
dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan
bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan
terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan

terakhir.”

Tujuan peradilan anak menurut Kusriani
Siswosubroto (1971) adalah memperbaiki dan
mencegah bukan semata-mata untuk menghukum.
Maka sudah sepatutnya peradilan anak tidak
boleh dimonopoli oleh hakim yang hanya
mempertimbangkan dari segi hukum semata.
Hakim seharusnya mempertimbangkan segi lain
seperti pertimbangan seorang psikiater ataupun

problem officer.

Dengan demikian hendaknya dalam
memberikan ancaman hukuman kepada anak
pelaku tindak pidana, selain dilihat dari seberapa
berat jenis ancaman sanksi, hal lain yang tidak
kalah pentingnya diperhatikan adalah perlakuan
dalam penanganan anak, serta sarana dan
prasarana yang dapat mendukung berjalannya
proses peradilan anak yang didasarkan kepada

filosofi memberikan yang baik bagi anak.
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